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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh sistem kehidupan dan oleh
karenanya Islam sudah tentu mempunyai konsepsi tentang segala jenis hajat
hidup. Persoalan tanah merupakan salah satu di antara jenis hajat hidup dan sudah
tentu Islam mempunyai konsepsi mengenai hal tersebut.

Tanah merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi
sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Sepanjang kehidupannya,
manusia selalu berhubungan dan memerlukan tanah.! Di atas tanah mereka
mendirikan rumah untuk berteduh, di atas tanah mereka bercocok tanam untuk
memperoleh bahan makanan dan di dalam tanah pula mereka akan dikubur ketika
meninggal dunia.

Di dalam al Quran ditemukan banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai
tanah/bumi (u=_Y') salah satunya dalam Q.S. an Nahl/16:65 :
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“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu
dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”2

"Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk
Reformasi Agraria) (Yogyakarta: Citra Media, 2007) him. 204

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta llmu Surabaya,
2005), him. 373



Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak
mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang
berakibat timbulnya masalah-masalah tanah, dan akhirnya menimbulkan
perselisihan-perselisihan antar pihak.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6 dikatakan bahwa
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” hal tersebut berarti bahwasanya
hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa
tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaannya dan sifat
daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.’

Salah satu kota di Indonesia yakni Kota Banjarmasin tercatat memiliki
wilayah seluas 98,46km? yang wilayahnya merupakan kepulauan terdiri dari
sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Sungai menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin
mendapat julukan “Kota Seribu Sungai” dan di kota ini pula sungai menjadi

wadah aktivitas utama masyarakat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.*

*Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum
Tanah. cet. ke 14 (Jakarta: Djambatan, 2000) him. 33-34

*https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin (diakses pada Senin, 2 September 2019
pukul 16.40 WITA)



Dilihat dari aspek sejarahnya, sungai-sungai di Kota Banjarmasin sudah
sejak dulu dijadikan tempat permukiman masyarakat dikarenakan aktifitas
masyarakat yang sangat bergantung pada sungai menjadi faktor utama
terbentuknya permukiman pada tepian sungai-sungai di Kota Banjarmasin.
Permukiman tersebut pada mulanya hanya berbentuk rumah atau bangunan yang
berfungsi sebagai tempat berdagang, namun pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan
rumah-rumah tersebut semakin banyak hingga akhirnya difungsikan sebagai
rumah hunian atau permukiman hingga saat ini.

Kiranya telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai Pasal 2 ayat (3) yang
menyatakan ‘“Kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai dilarang seperti
membangun bangunan di bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk
memberikan perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang sifatnya
tidak merusak sungai.”® Bantaran sungai adalah lahan pada dua sisi dalam
sepanjang sungai dihitung dari air pasang rata-rata sampai air surut dan
merupakan jalur hijau atau fasilitas umum yang ditentukan lebih lanjut melalui
Peraturan Walikota; sedangkan Garis sempadan adalah garis batas luar sampai
pada tepi air yang tertinggi ditentukan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Walikota berdasarkan pertimbangan teknis tertentu.® Hal tersebut berarti

bahwasanya mendirikan bangunan seperti permukiman di bantaran dan sempadan

*Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai,
Pasal 2 ayat (3).

®Ibid., Pasal 1



sungai adalah terlarang karena melanggar peraturan dan juga akan berdampak
pada berkurangnya fungsi sungai.

Salah satu program kerja pemerintah yang direncanakan secara umum
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan yakni “pembenahan sarana, prasarana dan infrastruktur kota yang
ramah lingkungan (antara lain perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan,
jembatan, drainase, normalisasi sungai, penghijauan, penyediaan dan perbaikan
fasilitas-fasilitas umum, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan
persampahan dan kebersihan kota, sanitasi dan air bersih, pembenahan terminal
antar modal, penanganan titik-titik kemacetan dan lain-lain)”.’”

Maka dari itu, sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan meningkatkan
beberapa pembangunan untuk kepentingan umum di antaranya adalah
pembangunan peningkatan infrastruktur 3 (tiga) buah jembatan yang berada di
Jalan Veteran hingga Jalan Martapura Lama, yaitu Jembatan Sungai Gardu | yang
berada di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin, Jembatan Sungai Gardu Il
yang berada di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin dan Jembatan di Pasar
Sungai Lulut yang berada di perbatasan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Hal tersebut dikarenakan kondisi jembatan-jembatan tersebut sudah sangat

mengkhawatirkan dengan permukaan yang kian bergelombang dan semakin

"Pemerintah Kota Banjarmasin, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RP1IM)
Kota Banjarmasin. him. 8



miring.® Padahal jembatan-jembatan tersebut sangat penting karena merupakan
jalur alternatif penghubung bagi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar hingga
menyebabkan banyaknya kendaraan yang lebih memilih untuk melintasi jalur
tersebut sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan.

Pembangunan tersebut berdampak pada pembebasan lahan sebanyak 53
persil di kawasan Sungai Lulut Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar® untuk
pembangunan renovasi 3 (tiga) buah jembatan dan dalam pelaksanaannya banyak
menimbulkan konflik dan hambatan dari berbagai aspek, salah satunya adalah
mengenai permasalahan biaya ganti rugi. Masalah ganti rugi ini sangatlah penting
karena didalamnya terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah juga
kepentingan masyarakat sehingga diperlukan suatu pendekatan yang dapat
dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak.

Permasalahan-permasalahan  tersebut akan terus ada umumnya
dikarenakan oleh anggapan masyarakat akan rendahnya nilai ganti rugi tanah yang
diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga yang melaksanakan pembangunan
sebuah proyek. Meskipun tata cara pengadaan tanah dalam pembangunan untuk
kepentingan umum kebanyakan sudah menganut prinsip musyawarah, tetapi
masih banyak persoalan yang timbul akibat ketidakpuasan masyarakat yang

terkena pembebasan lahan dengan ganti rugi yang diterimanya, karena dianggap

¥3ayiddil Ahmada, Macet Tahunan, Jembatan Sungai Lulut Diperlebar. (Banjarmasin:
Jejak Rekam, 2018) http://jejakrekam.com/2018/01/24/macet-tahunan-jembatan-sungai-lulut-
diperlebar/ (15 Desember 2019)

°Arpawi, Bangun Tiga Jembatan di Sungai Lulut, 53 Persil Lahan Warga Dibebaskan.
(Banjarmasin: Jejak Rekam, 2019) http://jejakrekam.com/2019/04/25/bangun-tiga-jembatan-di-
sungai-lulut-53-persil-lahan-warga-dibebaskan/ (15 Desember 2019)



masih jauh dari memadai dan ditambah dengan ganti rugi harga lahan dan
bangunan yang berada di daratan dengan yang berada di bantaran sungai terdapat
perbedaan karena dianggap merupakan jalur hijau.

Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan terkena pembebasan lahan
kebanyakan juga telah menyadari bahwa rumah yang mereka tinggali berada di
kawasan jalur hijau, yakni area yang tidak boleh ada bangunan. Mereka sangat
khawatir mengenai biaya ganti rugi yang tidak sesuai, ditambah dengan tidak
adanya kejelasan mengenai bukti kepemilikan rumah tersebut, yang mereka
ketahui hanyalah mereka sudah lama menetap dan turun temurun tinggal di
wilayah tersebut, juga mempunyai usaha dan penghasilan di sana sehingga akan
sulit tentunya bagi mereka untuk mencari tempat baru untuk bermukim, sehingga
dalam pelaksanaannya ada saja warga yang masih menolak dengan biaya ganti
rugi yang diberikan kepadanya.'!

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam mengenai pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah di Kota
Banjarmasin, khususnya pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah pada Jembatan
Sungai Gardu Il yang berada di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin.
Adapun pembangunan jembatan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak

pertengahan tahun 2019 dan telah selesai pada awal tahun 2020.

Arpawi, Warga Sungai Lulut Menanti Kepastian Ganti Rugi Lahan Jembatan
(Banjarmasin: Jejak Rekam, 2019) http://jejakrekam.com/2019/06/23/warga-sungai-lulut-menanti-
kepastian-ganti-rugi-lahan-jembatan/ (15 Desember 2019)

“1bu Tini dan beberapa warga lainnya yang bermukim di pinggiran Sungai Martapura,
Wawancara Pribadi, Jalan Veteran — Martapura Lama, Kelurahan Sungai Lulut. (Selasa, 03
September 2019 pukul 15.00 WITA)



Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ganti Rugi dalam
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi
Kasus Pembebasan Lahan di Jalur Hijau dalam Pembangunan Jembatan

Sungai Lulut Kota Banjarmasin)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan ganti rugi
dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Sungai Lulut dan

upaya penyelesaian permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah atas
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam

proses pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah atas pembangunan



Jembatan Sungai Lulut dan bagaimana upaya dalam penyelesaian

masalah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai
berikut:
1. Secara Teoritis
a. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan
tentang Muamalah khususnya dalam bidang hukum pertanahan bagi
penulis juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya
masyarakat Kota Banjarmasin.
b. Untuk Memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri
(UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah
pada khususnya dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak
lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang
yang berbeda.
2. Secara Praktik
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan
yang berkaitan dengan permalasahan ganti kerugian khususnya dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Melihat pada
realitanya yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan ganti kerugian
dalam pengadaan tanah yang kadang masih banyak menimbulkan

permasalahan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu



pemerintah juga masyarakat untuk memahami tentang ketentuan pelaksanaan
ganti kerugian yang harus diketahui antara kedua belah pihak apabila

dilakukan pengadaan tanah.

E. Definisi Operasional
Untuk  menghindari  kesalahpahaman  dan  kekeliruan  dalam
menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai
pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat
definisi operasional sebagai berikut :
1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek
pengadaan tanah.'
2. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak dalam proses pengadaan tanah.™®
3. Pembebasan Lahan/Tanah ialah melepaskan hubungan yang semula di
antara pemegang hak/penguasa lahan dengan cara memberikan ganti-

rugi.**

2Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (Bandung: Fokusmedia, 2012) him. 2-3

Blbid.,

YEffendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994) him. 47
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4. Jalur Hijau adalah daerah yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota,
tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa ‘“Ruang
Terbuka Hijau Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum, yang termasuk ruang terbuka hijau publik,
antara lain adalah: taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau
sepanjang jalan, sungai dan pantai.”*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang
memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu
yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian
dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang
penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini
dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

Pertama: skripsi yang disusun oleh saudara Zainal Arifin, munagasyah
tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Judul “Mekanisme

“Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali, Tinjauan Hukum Pendirian
Bangunan pada Jalur Hijau.
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Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut
di antaranya adalah mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pemberian ganti rugi dan kendala-
kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ganti kerugian tersebut. Jenis dan
Sifat Penelitian pada pustaka ini adalah jenis penelitian lapangan (field research)
dan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode
wawancara atau interview, studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian yang
diperoleh pada penelitian ini adalah mekanisme pemberian ganti rugi dalam
pengadaan tanah jalan tol di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten
Probolinggo pada prinsipnya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, dengan tujuan pembangunan ini dapat menjadi acuan mempermudah
penjelasan tentang pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan dalam
persoalan pengadaan tanah dan juga sebagai acuan terhadap kebijakan pemerintah
untuk menaikkan harga dan nilai tanah dalam menilai tanah yang akan dijadikan
proyek percepatan perekonomian bangsa. Adapun persamaan penelitian saudara
Zainal Arifin dan penelitian penulis yakni membahas mengenai pelaksanaan
maupun mekanisme pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Sedangkan
perbedaan penelitian saudara Zainal Arifin dengan penelitian penulis yakni obyek
yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Zainal Arifin obyek penelitiannya

ialah pembangunan jalan tol di daerah Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan
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perumusan masalah tentang bagaimana mekanisme pembangunan dan tinjauan
yuridis tentang pembangunan jalan tol khususnya di Desa Jorongan, sedangkan
penelitian penulis obyek penelitiannya yaitu pelaksanaan ganti rugi dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya
terhadap pembebasan lahan yang berada di kawasan jalur hijau Kota
Banjarmasin.*®

Kedua: skripsi yang disusun oleh saudara Mohammad Paurindra Ekasetya,
munagasyah tahun 2015 mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas
Hukum dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Studi Analisis pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di
Kabupaten Brebes)”. Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini di
antaranya adalah mengenai prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan
penetapan pemberian ganti kerugian bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di
Kabupaten Brebes dan Kendala yang dihadapi panitia pengadaan tanah untuk
mengatasi kendala tersebut. Jenis dan Sifat Penelitian pada pustaka ini adalah
jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif deskriptif. Metode
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah menunjukan bahwa
dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi untuk

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan

%Zainal Arifin, “"Mekanisme Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2017)
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PerPres No.36 tahun 2005 Jo. Perpres No.65 Tahun 2006 dan PerKaBPN No.3
tahun 2007 yang mengakibatkan terjadinya kendala-kendala dalam pengadaan
tanah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya
membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah. Sedangkan perbedaan
keduanya adalah obyek pada penelitian saudara Mohammad Paurindra Ekasetya
ialah prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi
juga kendala dan cara mengatasinya yang terjadi dalam pengadaan tanah,
sedangkan penelitian penulis di antaranya adalah pelaksanaan ganti rugi dalam
pengadaan tanah pembangunan Jembatan Sungai Lulut khususnya terhadap

pembebasan lahan yang berada di wilayah jalur hijau Kota Banjarmasin.*’

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan,
penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:

Bab |, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang
permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang
masalah, berupa alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian.
Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan

mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian

Y"Mohammad Paurindra Ekasetya, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten
Brebes)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang,
2015)
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nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis
melakukan penelitian ini. Signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian
yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di
dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi.
Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah
sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini yang
berguna untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi ini.

Bab Il, yaitu Tinjauan Umum tentang Hak atas Tanah dan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum yang mana pada bab ini dibahas mengenai
masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori
yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti yaitu tinjauan mengenai hak atas tanah seperti pengertian, jenis, fungsi
sosial hak atas tanah, pelepasan hak atas tanah, dan kepemilikan hak atas tanah
dalam Islam, lalu tinjauan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum seperti pengertian pengadaan tanah, pengertian kepentingan
umum, landasan hukum, asas dan tujuan, panitia pengadaan tanah,
penyelenggaraan pengadaan tanah dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dalam Islam, dan tinjauan mengenai ganti rugi seperti
pengertian ganti rugi, bentuk dan jenis, permasalahan-permasalahan dan ganti rugi
dalam Islam.

Bab IllI, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen

penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis dan sifat
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penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik pengolahan dan analisis data, juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab 1V, yaitu Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data
yang didapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi
penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan saran berfungsi untuk
menarik suatu simpulan dari semua pembahasan yang dipaparkan pada bab
sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran Yyang dirasa perlu untuk

meningkatkan hasil yang akan dicapai.



